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ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative financial performance of district and city governments in
East Java and Central Java Provinces and their impact on economic growth in 2020-2023. This study uses
a saturated sample where the entire population will be sampled. This study uses two tests: a difference
test and a hypothesis test. The normality test in this study uses the one-sample Kolmogorov-Smirnov test
method and concluded that the data is not normally distributed. Therefore, the difference test uses the
non-parametric Mann-Whitney test and the hypothesis test uses multiple linear regression analysis with
the Central Limit Theorem (CLT) assumption. The results of the research analysis on the difference test
show that there is no significant difference in the fiscal independence ratio, and there is a significant
difference between the financial effectiveness ratio, financial efficiency ratio, and capital expenditure
ratio between the East Java and Central Java Provincial Governments. The results of the hypothesis test
study indicate that the variables of the fiscal independence ratio, financial effectiveness ratio, and
financial efficiency ratio have a positive and significant effect on economic growth, while the capital
expenditure ratio has no effect on economic growth.

Keywords: Fiscal Independence Ratio, Financial Effectiveness Ratio, Financial Efficiency Ratio, Capital
Expenditure Ratio, Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan
pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi pada periode 2020-2023. Penelitian memanfaatkan sampel jenuh, di mana seluruh populasi
dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian menerapkan dua jenis pengujian, yaitu uji beda dan uji
hipotesis. Uji normalitas dalam penelitian mengaplikasikan metode one-sample Kolmogorov—Smirnov
dan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji beda dilakukan
menggunakan uji nonparametrik Mann—-Whitney, sementara uji hipotesis mengaplikasikan analisis
regresi linear berganda dengan asumsi Central Limit Theorem (CLT). Hasil analisis uji beda
mengonfirmasi bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian fiskal,
sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan,
dan rasio belanja modal antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hasil uji hipotesis
menginformasikan rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas keuangan, dan rasio efisiensi keuangan
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rasio belanja modal tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Belanja
Modal, Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendahuluan

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih menjadi isu krusial dalam
pembangunan nasional Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia
mengindikasikan tren meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut belum
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sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan pemerataan, salah satunya dipengaruhi oleh
dinamika globalisasi (Lestari et al., 2022). Ketidakseimbangan struktur ekonomi, keterbatasan
infrastruktur, ketimpangan pembangunan regional, serta ketidakpastian kebijakan dan
perbedaan sumber daya antar wilayah turut memperlebar disparitas pertumbuhan ekonomi di
berbagai daerah (Yuniarti et al., 2020). Situasi ini membuktikan bahwa kemajuan ekonomi
tidak semata-mata bergantung pada indikator makro pusat, melainkan juga pada kemampuan
fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Dalam periode 2020 - 2023, perekonomian Indonesia mengalami dinamika signifikan.
Krisis kesehatan global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menyusut ke angka
-2,07%, memperlemah daya beli dan kondisi ekonomi secara umum (Maharani dan Marheni,
2022). Tahun 2021 mencatat pemulihan sebesar 3,70%, meskipun investasi asing mengalami
penurunan akibat guncangan ekonomi global yang berlanjut (Nurhayati dan Juliansyah, 2023).
Pada 2022, pertumbuhan meningkat menjadi 5,31%, namun tekanan inflasi global terutama
kenaikan harga pangan berdampak pada inflasi domestik (Hutagaol et al., 2022). Tahun 2023,
pertumbuhan mencapai 5,05% dengan tantangan berupa perubahan cuaca yang memicu
kenaikan harga pangan, perlambatan ekonomi global, serta tekanan fiskal akibat peningkatan
kebutuhan belanja sosial (Fitriyani et al., 2024). Secara agregat, capaian tersebut menunjukkan
ketahanan ekonomi yang relatif kuat, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan negara Asia
Tenggara (Rusmini et al, 2023), namun tetap membutuhkan reformasi struktural dan
kebijakan adaptif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global
(Purwadi et al., 2020).

Proses kemajuan ekonomi mencakup perbaikan indikator keuangan secara bertahap
dan berkelanjutan guna mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih kuat (Zulkarnain et al.,
2019). Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan
kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pengelolaan keuangan yang efektif mampu
mendorong investasi, produktivitas, dan inovasi (Ratnawati dan Sari, 2023). Besaran ekonomi
daerah tercermin dari angka PDRB, yang menjumlahkan semua output ekonomi selama masa
waktu tertentu (Ernawati, 2024), serta menjadi indikator utama evaluasi kinerja ekonomi
daerah (Pantas et al., 2019; Prihatin et al., 2019).

Kinerja keuangan daerah merepresentasikan kompetensi otoritas lokal dalam
mengalokasikan sumber daya fiskal demi pemenuhan kewajiban administratif dan target-
target pembangunan wilayah (Karina dan Wibowo, 2022; Kopong, 2019). Kinerja tersebut
dapat ditelaah melalui rasio keuangan, mencakup Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas
Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, dan Rasio Belanja Modal (Riady et al.,, 2024). Ruang
lingkup studi dibatasi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah dan
Jawa Timur periode 2020-2023, mengingat kedua provinsi berperan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Analisis perbandingan diperlukan untuk mengevaluasi
kesehatan fiskal antar wilayah dan mengidentifikasi area perbaikan dalam pengelolaan
keuangan daerah (Putri dan Junaidi, 2020), terutama karena masih tingginya ketergantungan
fiskal kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat yang berpotensi menekan kemandirian
daerah (Solihin, 2025). Selain itu, adanya temuan penelitian terdahulu yang beragam
menegaskan perlunya pengujian ulang pada objek dan periode yang berbeda (Putri dan
Junaidi, 2020; Ernawati, 2024; Venni et al., 2023; Amalia dan Akbar, 2022).

2. Tinjauan Pustaka
Teori Stewardship (Stewardship Theory) sebagai Kerangka Teoretis

Penelitian ini berlandaskan Stewardship Theory untuk menjelaskan bagaimana
pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik (steward) menjalankan mandat
masyarakat sebagai pemilik sumber daya (principal). Stewardship theory menekankan bahwa
manajemen cenderung memprioritaskan kepentingan organisasi dibanding kepentingan
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pribadi, sehingga berorientasi pada pencapaian tujuan kolektif (Donaldson and Davis, 1991).
Perspektif ini mengasumsikan bahwa manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung
jawab, berintegritas, serta menjunjung kejujuran dalam menjalankan amanah (Murwaningsari,
2006). Dalam konteks otonomi daerah, teori ini relevan karena menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang wajib mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara efektif dan
akuntabel, sehingga kinerja keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada tren peningkatan kapasitas ekonomi suatu
wilayah guna mencapai keadaan yang lebih sejahtera selama masa observasi tertentu.
Indikator PDRB ditetapkan guna merepresentasikan pertumbuhan ekonomi yang menjadi
fokus variabel dependen dalam studi in (Zulkarnain et al, 2019). PDRB harga berlaku
merepresentasikan akumulasi nilai produk pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB
harga konstan digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi secara riil terhadap tahun
acuan (Putri dan Junaidi, 2020). Peningkatan PDRB mencerminkan kenaikan output dan
aktivitas ekonomi daerah, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan
memperkuat perekonomian lokal melalui ekspansi produksi (Ratnawati dan Sari, 2023).
Dengan demikian, pertumbuhan PDRB menjadi ukuran yang relevan untuk menilai
keberhasilan pembangunan ekonomi daerah secara agregat.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menjadi bukti autentik dari kesiapan dan kemampuan pemda
dalam melaksanakan kewenangan otonom yang diberikan negara. Sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014, guna mencapai status berkinerja baik, pemerintah daerah
harus memastikan kenaikan PAD dan PDB regionalnya melampaui capaian rata-rata pusat.
Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik,
meningkatkan akuntabilitas, dan mengidentifikasi aspek perbaikan dalam pengalokasian
sumber daya (Pantas et al., 2019). Studi mengaplikasikan indikator rasio keuangan daerah
mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan
rasio belanja modal sebagai proksi kinerja keuangan (Ernawati, 2024).

Rasio Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal daerah tercermin dari seberapa besar kontribusi PAD dibandingkan
dengan aliran dana transfer, yang menunjukkan kemandirian ekonomi daerah tersebut.
Kapabilitas daerah dalam pembiayaan mandiri berbanding lurus dengan nilai rasio ini, yang
pada gilirannya menurunkan derajat subordinasi fiskal terhadap bantuan eksternal (Runjung et
al., 2022). Rasio ini juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur dan
mendanai program pembangunan secara mandiri.
Rasio Efektivitas Keuangan

Tinggi rendahnya rasio efektivitas menjadi indikator kualitas perencanaan dan eksekusi
kebijakan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Rasio ini menggambarkan keselarasan
perencanaan pendapatan dengan potensi riil daerah. Efisiensi dalam manajemen pendapatan
daerah berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah dalam memperkecil celah antara
target dan realisasi PAD, sehingga mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan yang
optimal (Putri dan Junaidi, 2020).

Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio efisiensi keuangan diaplikasikan guna mengevaluasi perbandingan input dan
output pelaksanaan anggaran. Rasio ini menginformasikan seberapa efektif belanja daerah
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digunakan untuk memperoleh pendapatan serta menggambarkan kemampuan daerah
menerapkan perencanaan yang disiplin agar belanja menghasilkan output maksimal (Putri dan
Munandar, 2021). Rasio efisiensi yang minimal memberikan indikasi adanya pengendalian
belanja yang ketat dan pemanfaatan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Rasio Belanja Modal

Indikator ini memposisikan belanja modal sebagai bentuk investasi daerah yang krusial
untuk pembangunan prasarana fisik dalam struktur anggaran secara keseluruhan (Ernawati,
2024). Belanja modal dinilai produktif karena manfaatnya berkelanjutan lebih dari satu tahun
anggaran dan dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah apabila dikelola secara efektif.

Pengembangan Hipotesis
Perbedaan Rasio Kemandirian Fiskal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan
Kota antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah

Perbedaan nilai rasio kinerja keuangan antardaerah mengindikasikan adanya variasi
kapasitas fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan, efisiensi belanja, serta prioritas
pembangunan. Pada rasio kemandirian fiskal, perbedaan mencerminkan kemampuan daerah
dalam membiayai kebutuhan secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pusat (Khofifah
dan Witono, 2024). (Putri dan Islahuddin (2018) serta Putri dan Islahuddin (2018) serta Tri
(2018) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dapat bervariasi antar wilayah. Khofifah
dan Witono (2024) dan Indrijawati et al. (2024) juga membuktikan adanya perbedaan
signifikan kemandirian fiskal antarprovinsi akibat perbedaan pengembangan potensi
pendapatan daerah.
Hla: Terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Fiskal antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Efektivitas Keuangan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efektivitas keuangan menggambarkan keberhasilan realisasi PAD terhadap
target, sehingga perbedaan rasio ini menunjukkan variasi kualitas pengelolaan pendapatan
daerah (Asri, 2016; Deborah dan Mangantar, 2020). Putri dan Islahuddin (2018), Nuraini et al.
(2019), serta Restiana et al. (2024) mengonfirmasi bahwa efektivitas keuangan dapat berbeda
antar wilayah.
H1b: Terdapat perbedaan Rasio Efektivitas Keuangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Efisiensi Keuangan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Pada rasio efisiensi, perbedaan menunjukkan seberapa jauh belanja daerah sebanding
dengan penerimaan. Efisiensi menekankan pengurangan pengeluaran tidak perlu dan alokasi
pada aktivitas bernilai tambah (Melmambessy, 2022). Devinci et al. (2022), Nuraini et al.
(2019), Ganie et al. (2023), Restiana et al. (2024) menemukan variasi efisiensi antar wilayah.
Hilc: Terdapat perbedaan Rasio Efisiensi Keuangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Belanja Modal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio belanja modal mencerminkan orientasi pembangunan daerah, di mana
perbedaan rasio menunjukkan variasi prioritas investasi publik (Ernawati, 2024). Sudarlan et al.
(2022), Rheswari dan Akbar (2022), serta Venni et al., (2023) menunjukkan belanja modal
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dapat berfluktuasi dan berbeda akibat perubahan fokus pembangunan maupun kebijakan
fiskal, termasuk pada masa pandemi.

H1d: Terdapat perbedaan Rasio Belanja Modal antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa
Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten
dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio kemandirian fiskal dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena
daerah yang mandiri memiliki fleksibilitas belanja pembangunan sesuai kebutuhan lokal
(Ratnawati dan Sari, 2023). Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif kemandirian
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Amalia dan Akbar, 2022; Ernawati, 2024; Sevigo dan
Lathifah, 2024).
H2a: Rasio Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah
Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efektivitas keuangan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena
realisasi PAD yang optimal memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan (Putri dan
Junaidi, 2020). Kontribusi rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh
Fatmawati (2021), Rezkia et al. (2023), serta Nurani dan Saleh (2023).
H2b: Rasio Efektivitas Keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah
Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten
dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah memaksimalkan output
ekonomi dengan input minimal, sehingga efisiensi yang baik mendorong produktivitas daerah
(Azizah et al., 2025). Lestari et al. (2019), Ernawati (2024), Renggo (2021), Azizah et al. (2025)
membuktikan adanya pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.
H2c: Rasio Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah
Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio belanja modal diasumsikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
karena belanja modal mendukung infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi jangka Panjang
(Kusumadewi dan llat, 2016). Putri dan Islahuddin (2018), Lestari et al. (2019), Nurani dan
Saleh (2023), serta Ernawati (2024) menginformasikan bahwasanya peningkatan belanja modal
dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
H2d: Rasio Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah
Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Metode Penelitian
Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam analisis yakni pendekatan kuantitatif. Studi
mengandalkan data sekunder bersumber dari dokumentasi laporan keuangan yang tersedia
untuk publik, bukan melalui observasi atau wawancara langsung (Marseno dan Mulyani, 2020).
Sumber data pada kinerja keuangan berupa data Laporan Realisasi Anggaran - Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) diperoleh dari https://djpk.kemenkeu.go.id dan
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pertumbuhan ekonomi berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari
https://www.bps.go.id

Populasi dan Sampel

Populasi studi mencakup keseluruhan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sampel yang diaplikasikan yakni sampel jenuh. Sampel jenuh
yakni teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel
penelitian, yaitu keseluruhan kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah
mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran — Anggaran dan Belanja Modal (LRA-APBD)
tahun 2020-2023 yang diakses melalui website https://dipk.kemenkeu.go.id. Sampel dalam
analisis mencakup:

Tabel 1. Keterangan Sampel Penelitian

Provinsi Kategori Jumlah Keterangan
Jawa Timur Pemerintah Kabupaten 29 Sampel Jenuh
Pemerintah Kota 6 Sampel Jenuh
Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten 29 Sampel Jenuh
Pemerintah Kota 9 Sampel Jenuh
Total Sampel 73

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Berlandaskan tabel, Ukuran sampel dalam studi ini mencakup 73 entitas pemerintah
daerah dengan rentang observasi empat tahun, sehingga terkumpul sebanyak 292 unit data
laporan keuangan dan PDRB.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini dapat dilihat dan diukur dengan nilai
pertumbuhan PDRB, yang dirumuskan sebagai berikut:

PDREt—PDREt—1
— x 1009
Pertumbuhan PDRB=  PDRBt-1 %0

Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio ini diaplikasikan guna mengkaji tingkat kemandirian daerah yang diukur
seberapa besar perbandingan PAD dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi serta
pinjaman. Kapabilitas daerah dalam mendanai kegiatannya secara mandiri dianggap meningkat

seiring dengan mengecilnya porsi ketergantungan terhadap bantuan pusat..
Pendapatan Asli Daerah

RKF = Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman

Rasio Efektivitas Keuangan

Rasio ini mengukur seberapa baik pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan
pendapatan yang direncanakan dengan target yang ditetapkannya. Semakin tinggi hasil rasio
ini diinterpretasikan bahwa pemerintah dalam untuk memungut PAD juga semakin tinggi,
begitu pula sebaliknya (Tri, 2018).

Realisasi Penerimaan PAD

' 0
REfk = Target Penerimaan PAD x 100%

Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio ini mengukur terkait bagaimana pemerintah melakukan penghematan dalam
belanja daerahnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dan
pendapatan (Kusumadewi dan llat, 2016).

1840


https://www.bps.go.id/
https://djpk.kemenkeu.go.id/

Maharani & Witono, (2026) MSEJ, 7(3) 2026: 1835-1849

Total Realisasi Belanja (Pengeluaran)

x 100%
REfs = Total Realisasi Pendapatan

Rasio Belanja Modal

Strategi pembangunan infrastruktur daerah dapat diverifikasi secara kuantitatif
dengan menghitung porsi belanja modal dalam postur APBD. Rasio ini mengevaluasi porsi
anggaran yang didedikasikan untuk aset tetap terhadap seluruh pengeluaran yang dilakukan

oleh pemerintah daerah (Ernawati, 2024).
Total Belanja Modal x 100%

RB = Teotal Belanja Daerah

Model Penelitian

Analisis data riset ini mencakup uji non-parametrik Mann-Whitney dan model statistik
regresi linear berganda. Kinerja keuangan dikaji mengaplikasikan Rasio Kemandirian Fiskal,
Rasio Efektivitas Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, dan Rasio Belanja Modal. Berikut model
penelitian analisis :

Hla, H1b, Hlc, Hld

Uji Beda

Kabupaten dan Kota Jawa Kabupaten dan Kota
Tengah Jawa Timur

Kinerja Keuangan :
Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio Efektivitas Keuangan
Rasio Efisiensi Keuangan
Rasio Belanja Modal

W=

l H2a,H2b, H2c, H2d

[ Pertumbuhan Ekonomi ]

Pada hipotesis 2 yaitu uji pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki model
penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:
Y =a+ B1.RK + B2.REfk + B3.REfs + B4.RB + €

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

o : Konstanta

Bi-Bs : Koefisien Regresi

RK : Rasio Kemandirian Fiskal
REfk  : Rasio Efektivitas Keuangan
REfs  : Rasio Efisiensi Keuangan
RB : Rasio Belanja Modal

€ :Error

4. Hasil dan Pembahasan
Studi memanfaatkan 288 observasi (292 data awal dengan 4 outlier) yang mencakup
keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur periode 2020-2023. Pengujian
yang pertama adalah statistik deskriptif.
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maximum Mean Standard
Deviation
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Rasio Kemandirian 288 .094691014 2.14628565 .309440576 .256087518
Fiskal

Rasio Efektivitas 288 .591858129 2.18762040 1.05024305 .208617445
Keuangan

Rasio Efisiensi 288 .843752312 1.16125442 1.00699779 .052110348
Keuangan

Belanja Modal 288 .053137753 .344634557 .134522249 .044669296
Pertumbuhan Ekonomi 288 -0.06455100 .088793851 .027179289 .032699593

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Statistik deskriptif menunjukkan variasi antarvariabel yang cukup memadai untuk
analisis inferensial. Rasio Kemandirian Fiskal memiliki nilai rata-rata 0,309 dengan rentang
0,095 hingga 2,146. Rasio Efektivitas Keuangan memiliki rata-rata 1,050 dengan rentang 0,592
hingga 2,188. Rasio Efisiensi Keuangan memiliki rata-rata 1,007 dengan rentang 0,844 hingga
1,161. Rasio Belanja Modal memiliki rata-rata 0,135 dengan rentang 0,053 hingga 0,345.
Prosedur pengujian hipotesis diawali dengan pelaksanaan uji asumsi klasik untuk
memverifikasi kelayakan data statistik yang diaplikasikan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan residual tidak berdistribusi normal (Asymp. Sig. = 0,000). Namun, analisis tetap
dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip Central Limit Theorem (CLT) pada ukuran
sampel besar, sehingga estimasi tetap dinilai stabil dan inferensi masih layak dilakukan,
meskipun hasil perlu diinterpretasikan secara proporsional (Kwak and Kim, 2017; Islam, 2018;
Alwi, 2015; Antonoyiannakis, 2018). Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel bebas
tidak mengalami multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10) (Katrutsa and Strijov, 2017).
Uji heteroskedastisitas Spearman menunjukkan seluruh variabel memiliki signifikansi >0,05,
sehingga model bebas heteroskedastisitas (Rice et al., 2020). Uji autokorelasi menggunakan
Durbin—Watson menghasilkan nilai 0,625, yang diinterpretasikan tidak menunjukkan
autokorelasi positif (Chen, 2021). Pengujian perbedaan antar wilayah dilakukan dengan Mann—
Whitney U (Qurratunnisa et al., 2022) yang ditunjukkan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Beda Metode Mann-Whitney
Test Statistics®

Rasio Rasio Rasio Efisiensi
Model Kemandirian  Efektivitas Rasio Belanja Modal
. Keuangan
Fiskal Keuangan
Mann-Whitney U 9816.000 7980.000 3573.000 7982.000
Wilcoxon W 19269.000 19896.000 13026.000 17435.000
z -.747 -3.348 -9.592 -3.346
Asymp. Sig. (2-tailed) .455 .001 .000 .001

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil menunjukkan Rasio Kemandirian Fiskal tidak berbeda signifikan antara Jawa
Tengah dan Jawa Timur (p=0,542). Sebaliknya, Rasio Efektivitas Keuangan berbeda signifikan
(p=0,001), Rasio Efisiensi Keuangan berbeda signifikan (p=0,000), dan Rasio Belanja Modal juga
berbeda signifikan (p=0,003). Pengujian pengaruh dilakukan menggunakan regresi linear
berganda (Akinbowale et al., 2025). Model menghasilkan persamaan: Y = -0,279 + 0,023X1 +
0,031X2 + 0,275X3 — 0,081X4 + €.

Tabel 4: Hasil Uji F Simultan

Model Sum of Squares df  Mean Square F Signifikansi
Regression .053 4 .013 14.863 0,000°
Residual .254 283 .001
Total .307 287

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)
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Tabel 5.Hasil Uji T Parsial
Coefficients®

Variabel t Signifikansi Kesimpulan
Konstanta -6.618 .000
Rasio Kemandirian Fiskal 3.290 .001 Berpengarubh signifikan
Rasio Efektivitas Keuangan  3.436 .001 Berpengarubh signifikan
Rasio Efisiensi Keuangan 6.969 .000 Berpengaruh signifikan
Rasio Belanja Modal -1.835 .068 Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Uji simultan menunjukkan model signifikan (F=14,863; Sig.=0,000), keseluruhan
variabel bebas yang diuji berkekuatan penjelas secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu
pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, Rasio Kemandirian Fiskal (t=3,290; p=0,001), Rasio
Efektivitas Keuangan (t=3,436; p=0,001), dan Rasio Efisiensi Keuangan (t=6,969; p=0,000)
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Belanja Modal tidak
signifikan (t=-1,835; p=0,068). Angka Adjusted R? 0,162 berhasil mengidentifikasi 16,2% faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk
mengeksplorasi 83,8% faktor lainnya.

Pembahasan

Bagian ini mendiskusikan temuan uji beda dan regresi terkait kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta implikasinya terhadap
pertumbuhan ekonomi. Secara umum, temuan menegaskan bahwasanya kinerja fiskal daerah
tidak sepenuhnya homogen antar wilayah, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi
lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja dibanding sekadar besaran
alokasi.

Hasil uji beda menunjukkan Rasio Kemandirian Fiskal tidak berbeda signifikan antara
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap
transfer pusat masih relatif serupa pada kedua provinsi, sehingga variasi PAD belum
menciptakan kesenjangan kemandirian fiskal yang bermakna. Dalam perspektif stewardship,
pemerintah daerah diposisikan sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab
meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber daya lokal dan tata kelola yang
akuntabel (Hariani et al., 2023). Ketidaksignifikanan ini dapat dipahami sebagai refleksi adanya
hambatan struktural yang sebanding, seperti keterbatasan basis pendapatan daerah dan
kapasitas administrasi fiskal, sehingga pola kemandirian antarprovinsi cenderung tidak
berbeda secara statistik.

Sebaliknya, uji Mann-Whitney mengonfirmasi adanya perbedaan yang signifikan secara
statistik pada variabel rasio efektivitas keuangan, efisiensi keuangan, dan belanja modal di
antara kelompok sampel. Perbedaan efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah
daerah merealisasikan PAD terhadap target tidak seragam, yang dapat dipengaruhi oleh
kualitas perencanaan pendapatan, ketepatan estimasi potensi fiskal, dan konsistensi
implementasi kebijakan. Perbedaan efisiensi mencerminkan adanya variasi dalam kemampuan
daerah mengelola belanja agar lebih produktif, sehingga output pembangunan yang dihasilkan
dari sumber daya fiskal yang sama dapat berbeda antar wilayah. Sementara itu, perbedaan
belanja modal mengindikasikan variasi prioritas investasi publik dan strategi pembangunan,
baik dalam porsi anggaran maupun fokus program. Temuan ini menegaskan bahwa disparitas
fiskal tidak hanya terkait kapasitas, tetapi juga terkait praktik manajerial dan tata kelola
penganggaran.

Hasil regresi mengindikasikan bahwasanya Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas
Keuangan, dan Rasio Efisiensi Keuangan berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan
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ekonomi. Hubungan positif ini menegaskan bahwa daerah dengan kemandirian yang lebih baik
cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan belanja pembangunan dan
mengurangi risiko ketergantungan fiskal. Efektivitas keuangan yang tinggi mengindikasikan
kemampuan merealisasikan pendapatan sesuai target, sehingga stabilitas fiskal meningkat dan
ruang pembiayaan pembangunan menjadi lebih kuat. Efisiensi yang baik menunjukkan
kemampuan daerah mengoptimalkan output pembangunan melalui belanja yang hemat dan
tepat sasaran, sehingga lebih berpotensi mendorong nilai tambah ekonomi.

Dalam kerangka stewardship theory, temuan ini menguatkan argumentasi bahwa
pemerintah daerah sebagai steward yang mengelola sumber daya publik secara bertanggung
jawab akan lebih mampu menghasilkan outcome pembangunan yang lebih baik. Stewardship
menekankan orientasi pada kepentingan kolektif, integritas, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan sumber daya publik. Oleh sebab itu, signifikansi kemandirian, efektivitas, dan
efisiensi dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa kualitas tata kelola fiskal merupakan
mekanisme kunci yang menghubungkan kinerja pemerintah daerah dengan capaian
pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, Rasio Belanja Modal tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Secara teoritis, belanja modal merupakan instrumen strategis untuk memperkuat
kapasitas produksi daerah melalui investasi publik dan pembentukan aset jangka panjang
(Mulyana et al., 2022; Bolen, 2019). Infrastruktur publik juga dipahami sebagai faktor penting
dalam meningkatkan produktivitas, memperbaiki konektivitas, dan menurunkan biaya
transaksi ekonomi (Chugunov dan Makohon, 2019; Kwistianus, 2022). Ketidaksignifikanan
temuan mengonfirmasi peningkatan proporsi belanja modal tidak otomatis menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode pengamatan.

Penjelasan yang paling relevan adalah adanya time lag effect, yaitu manfaat belanja
modal cenderung baru terealisasi dalam jangka menengah atau panjang setelah proyek selesai
dan mulai beroperasi (Collin and Weil, 2020; Barroy et al., 2021). Selain itu, kontribusi belanja
modal dapat melemah apabila proyek yang didanai tidak diarahkan pada sektor dengan
dampak ekonomi tinggi atau implementasinya tidak optimal. Hal ini menegaskan bahwa
belanja modal tidak cukup dinilai dari sisi besaran alokasi, tetapi harus dievaluasi dari sisi
kualitas perencanaan, ketepatan prioritas, serta pengawasan pelaksanaan agar menghasilkan
multiplier effect yang nyata.

Dalam perspektif stewardship, belanja modal idealnya diarahkan untuk menciptakan
public value melalui proyek produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat (Maharani et al., 2024). Pencapaian tersebut membutuhkan penguatan tata kelola,
evaluasi manfaat, serta mekanisme kontrol agar belanja publik benar-benar menghasilkan
output dan outcome pembangunan yang terukur (Schillemans and Hagen, 2019); Keay, 2016;
Ayeni, 2020). Jika belanja modal tidak diarahkan secara tepat, maka kontribusinya terhadap
pertumbuhan dapat menjadi terbatas (Frida dan Karolina, 2020; Ezike, 2025).

5. Penutup
Kesimpulan

Studi dimaksudkan guna mengkaji perbedaan kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pengaruhnya terhadap
pertumbuhan ekonomi periode 2020 - 2023. Hasil uji mann—-whitney menunjukkan bahwa
rasio kemandirian fiskal tidak berbeda signifikan antarprovinsi, mengindikasikan tingkat
ketergantungan terhadap transfer pusat yang relatif serupa. Sebaliknya, rasio efektivitas
keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio belanja modal menunjukkan perbedaan
signifikan, yang merefleksikan variasi kualitas tata kelola pendapatan dan belanja antar
wilayah. Selanjutnya, hasil regresi membuktikan bahwa secara simultan kinerja keuangan
daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, kemandirian fiskal,
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efektivitas, dan efisiensi keuangan berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, realisasi
pendapatan yang lebih optimal, serta pengelolaan belanja yang lebih produktif cenderung
memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, rasio belanja modal tidak
berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi investasi publik tidak
secara otomatis mendorong pertumbuhan dalam horizon waktu penelitian. Secara
keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas, perencanaan, dan
efektivitas implementasi kebijakan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih berkelanjutan.
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